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 ُ هاللَّ ُفِّ ل اُكي الَ اطْخاا ْواا آنْي ِّسهن ْنِّا آنْذ ِّخا اُؤت الَ اانهب ار ۗ ْتاباساتْكا ا ام ا اهْيال اع او ْتاباساك ا ام ا اهال ۚ ا اهاعْسُو  لَِّإ اًسْفان ۚ ا اْنأ
 ام اانْل ِّ م اُحت الَ او اانهب ار ۚ اان ِّلْباق ْن ِّم انْي ِّذهلا ىالاع ُهاتْل ام اح ا اماك اًرْصِّا آنْيال اع ْل ِّمْحات الَ او اانهب ار ُفْعا او ۚ ِّهِّب اانال اةاقا اط الَ ا
[ ةارقبلا( انْي ِّرِّف اكْلا ِّمْواقْلا ىال اع اانْرُصْنااف اانالْو ام اتْناا ۗ اانْم احْرا او ۗ اانالْر ِّفْغا او ۗ اهن اع۲ :]٦۲۸)  
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) 
yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (mereka berdoa), “Ya Tuhan kami, 
janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau 
bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan 
kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, 
ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadai orang-orang 
kafir (Q.S. Al-Baqarah [2]: 286). 
 
“Good things come to those who BELIEVE, Better things come to those who are PATIENT, and the best things come 
to those who DON’T GIVE UP” 
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 Masalah terbesar dalam pembangunan suatu negara berkembang yakni 
adanya ketimpangan distribusi pendapatan. Daerah Jabodetabek merupakan 
daerah yang paling banyak memiliki industri dan daerah ini terdapat pada 3 
provinsi yakni provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Ketimpangan 
pendapatan di Daerah Jabodetabek memiliki indeks gini yang menunjukkan tren 
penurunan, yaitu pada tahun 2011 gini ratio DKI Jakarta sebesar 0,44 menjadi 
0,41 di tahun 2016, pada tahun 2011 gini ratio Banten sebesar 0,40 menjadi 0,382 
di tahun 2016, dan gini ratio Jawa Barat tahun 2011 0,41 menjadi 0,40 tahun 2016. 
Terjadinya ketimpangan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor 
sosial maupun faktor keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Daerah 
Jabodetabek tahun 2011-2016. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 
berupa cross section 14 kabupaten/kota dan time series selama 6 tahun, yakni 
tahun 2011-2016. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistika DKI 
Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Metode yang digunakan yakni dengan analisis 
regresi data panel analisis fixed effect model dan diolah melalui aplikasi Eviews 8. 
 Hasil penelitian menunjukkan seluruh variabel bebas berpengaruh 
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial variabel pertumbuhan 
penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, 
sedangkan Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan 
Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di 
Daerah Jabodetabek. Di dalam Islam, solusi dalam menghadapi ketimpangan 
adalah dengan berbuat adil dan jujur. 
Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Penduduk, Indeks 







 The biggest problem in developing country is the imbalance income 
distribution. Jabodetabek area is the area has the most industry and was found in 
3 provinces namely DKI Jakarta, Banten and West Java provinces. Income 
inequality in the Jabodetabek area has a Gini index which shows a downward 
trend, namely in 2011 the DKI Jakarta Gini ratio was 0.44 to 0.41 in 2016, in 
2011 the Gini ratio of Banten was 0.40 to 0.382 in 2016, and the ratio of West 
Java in 2011 was 0.41 to 0.40 in 2016. The occurrence of this imbalance can be 
caused by many factors, both social factors and financial factors. This purpose of 
this research to analyze factors which is influenced income inequality in the 
Jabodetabek area in 2011-2016. 
 
 This research is quantitative research. The data used in the form of 
cross section 14 districts / cities and time series for 6 years, namely in 2011-2016. 
The data is used obtained from the Central Bureau of Statistic of DKI Jakarta, 
Banten, and West Java. The method is used the data analysis of the fixed effect 
model analysis panel and processed through the application Eviews 8. 
  
 The results show that all independent variables have a significant effect 
on income inequality. Partially, population growth variable have a positive and 
significant effect on income inequality, while the Human Development Index, 
Open Unemployment Rate, and Economic Growth do not affect income inequality 
in the Jabodetabek area. In Islam, the solution towards inequality income is doing 
justice and honesty. 
 
Keywords: Income Inequality, Population Growth, Human Development Index, 





A. Latar Belakang Masalah
Salah satu sasaran pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat
kemiskinan.  Pada  masa  lalu  umumnya  masyarakat  menjadi  miskin  bukan
karena kurang pangan, tetap miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau
materi.  Dari  ukuran kehidupan modern pada masa kini  mereka tidak dapat
menikmati  fasilitas  pendidikan,  pelayanan  kesehatan,  dan  kemudahan-
kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern (Rohani, 2016:1).
Menurut  Ma’mun  (2012:7)  yang  dikutip  dari  Tambunan  (2001)
menyatakan bahwa dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-
negara  berkembang  termasuk  Indonesia  adalah  kesenjangan  ekonomi  atau
ketimpangan  dalam  distribusi  pendapatan  antara  kelompok  masyarakat
berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta
tingkat  kemiskinan  atau  jumlah  orang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan
(poverty  line).  Keyakinan  mengenai  adanya  efek  perembesan  ke  bawah
(trickle down effects) dalam proses pembangunan telah menjadi pijakan bagi
sejumlah  pengambil  kebijakan  dalam pembangunannya.  Dengan  keyakinan
tersebut maka strategi pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada
bagaimana mencapai  suatu  pertumbuhan ekonomi yang tinggi  dalam suatu
periode  yang  relatif  singkat.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  konsekuensi
negatif  yang  dapat  muncul  sebagai  akibat  jalan  pintas  yang  diambil
1
2berdasarkan  pengalaman  masa  lalu  adalah  pusat  pembangunan  ekonomi
nasional  dan  daerah  dimulai  pada  wilayah-wilayah  yang  telah  memiliki
infrastruktur lebih memadai terutama di Pulau Jawa.
Menurut pemerintah dalam rancangan revisi UU No. 34 Tahun 1999
Pasal 1 Ayat 11, definisi megapolitan adalah suatu kawasan yang terdiri dari
kota  inti  dan  beberapa  kawasan  perkotaan  lainnya  yang  satu  sama  lain
memiliki ketergantungan, baik masyarakatnya, penyelenggaraan pemerintah,
maupun  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  pengembangan  perkotaan.
Jabodetabek disebut sebagai megapolitan terbesar kedua di dunia dengan 30
juta penduduk. Definisi megapolitan ini salah satunya soal jumlah penduduk.
Terkait  payung hukum wilayah Jabodetabek sebagai  megapolitan,  sejatinya
sudah  ada  UU  No.  26  tahun  2007  adalah  tentang  Penataan  Ruang.
Jabodetabek  disebut  sebagai  kawasan  strategis  nasional  selain  megapolitan
Surabaya, Sidoarjo, Bangkalan, dan Gresik di Jawa Timur (Hermanto, 2014).1
Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2008 tentang Jabodetabek
yakni  kawasan  Jabodetabek  mencakup  14  wilayah  administrasi
kabupaten/kota  yang  berasal  dari  3  Provinsi,  yaitu  seluruh  Provinsi  DKI
Jakarta  serta  sebagian  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Provinsi  Banten,  sebagai
berikut:  Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan,  Kota
Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Bogor,
Kabupaten  Bogor,  Kota  Depok,  Kota  Tangerang,  Kota  Tangerang  Selatan,
1 https://finance.detik.com/properti/d-2501962/jabodetabek-calon-megapolitan-terbesar-ke-
2-di-dunia diakses 22 Agustus 2018 pada pukul 00:14
3Kabupaten  Tangerang,  Kota  Bekasi,  dan  Kabupaten  Bekasi.2 Sejak  tahun
1977,  pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta  telah  menetapkan  bahwa  wilayah
Bodetabek sebagai wilayah penyangga kota Jakarta. Hal ini disebabkan karena
terlalu padatnya kota Jakarta untuk menampung semau aktivitas pemerintahan,
perdagangan,  dan  industri.  Berdasarkan  hal  tersebut  pemerintah  mulai
mengatur pembangunan dan peruntukan wilayah di Jabotabek. Untuk aktivitas
pemerintahan, tetap dikonsentrasikan di wilayah Jakarta Pusat. 
Pada  tahun  1995,  Presiden  Soeharto  pernah  berencana  untuk
memindahkan  pusat  pemerintahan  baru  ke  daerah  Jonggol  di  Kabupaten
Bogor.  Wilayah  itu  dipilih  karena  dianggap  paling  realistis  untuk
menempatkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari ibu kota yang jaraknya
hanya 40 km dari jakarta.3 Untuk industri, pengembangan dikonsentrasikan di
kawasan Cibitung dan Cikarang (Kab. Bekasi) serta Cikupa (Kab. Tangerang).
Untuk pemukiman, pengembang-pengembang besar banyak membangun kota-
kota satelit yang dilengkapi dengan sarana sekolah, pusat perbelanjaan, rumah
sakit, dan tempat hiburan. Kota-kota satelit ini banyak berkembang di Kota
Bekasi, Kota Tangerang, Serpong (Kota Tangerang Selatan), Kota Depok, dan
Kawasan Cibubur. 
Ketimpangan  pendapatan  mendeskripsikan  mengenai  jurang  antara
mereka yang kaya (berpendapatan tinggi) dan miskin (berpendapatan rendah).
2 https://www.infojabodetabek.com/daftar-kabupaten-kota-di-jabodetabek/ diakses  pada 22
Agustus 2018 pada pukul 01:29
3 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3471911/sederet-rencana-pindahkan-ibu-
kota-dari-era-soekarno-hingga-jokowi diakses  pada  tanggal  22  Agustus  2018  pada  pukul
01:05
4Ada beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur ketimpangan
pendapatan, yaitu Indeks Gini dan kriteria Bank Dunia. Kriteria Indeks Gini
mendasarkan pada nilai  dari  Indeks Gini  yang berkisar  antara 0 sampai  1.
Nilai 0 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terbagi secara merata untuk
seluruh unit  masyarakat  (perfect  equality),  sedangkan nilai  1  menunjukkan
distribusi yang timpang sempurna yaitu satu golongan memiliki segalanya dan
yang lainnya tidak memiliki apa-apa (perfect inequality). 
Ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  DKI  Jakarta  dan  Jawa  Barat
tahun 2016 yang diukur dengan Rasio Gini mengalami kenaikan dibandingkan
tahun 2010, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk
semakin  memburuk,  meskipun  tingkat  ketimpangannya  masih  tergolong
dalam  ketimpangan  sedang.  Ketimpangan  pendapatan  di  Provinsi  Banten
tahun 2016 menurun 0,002 dari tahun 2010, hal ini mengindikasikan bahwa
distribusi pengeluaran penduduk semakin membaik secara perlahan.
Tabel 1.1
Rasio Gini di Pulau Jawa dan Nasional tahun 2011-2015
Provinsi Rasio Gini2011 2012 2013 2014 2015 2016
DKI Jakarta 0,402 0,437 0,404 0,436 0,421 0,413
Jawa Barat 0,380 0,422 0,406 0,398 0,426 0,402
Jawa Tengah 0,357 0,372 0,390 0,388 0,382 0,357
D.I. Yogyakarta 0,423 0,449 0,416 0,435 0,420 0,425
Jawa Timur 0,351 0,362 0,368 0,403 0,403 0,402
Banten 0,394 0,384 0,380 0,424 0,386 0,392
Nasional 0,388 0,413 0,406 0,414 0,402 0,394
Sumber: Website BPS (diolah) 
Tabel 1.1 menjelaskan bahwa di Pulau Jawa dari tahun 2011 hingga
2016  mengalami  fluktuasi  data.  Data  Rasio  Gini  tahun  2011 hingga  2016
5menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan tingkat rasio
gini sebesar 0,011, Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan tingkat rasio gini
sebesar  0,022,  dan  Provinsi  Banten  mengalami  kenaikan tingkat  rasio  gini
sebesar  0,002.  Untuk  perbandingan  tingkat  rasio  gini  di  Pulau  Jawa  dan
Nasional ini peringkat pertama yang mengalami perubahan dari tahun 2011-
2016  ialah  Provinsi  Jawa  Timur  yakni  meningkat  sebesar  0,051.  Berbeda
halnya dengan tingkat nasional yang mengalami kenaikan dari  tahun 2011-
2016 sebesar  0,006.  Jadi,  keempat  Provinsi  diatas  kecuali  Banten dan D.I.
Yogyakarta mengalami kenaikan rasio gini diatas gini rasio nasional.
Menurut Adelman dan Moris (1973) dalam bukunya Lincolin Arsyad
(2010:  283-284)  menjelaskan  delapan  penyebab  ketidakmerataan  distribusi
pendapatan di Negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk
yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita; (b) Inflasi dimana
pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh
pertambahna  produksi  barang;  (c)  Ketidakmerataan  pembangunan  antar
daerah;  (d)  Investasi  yang sangat  banyak dalam proyek-proyek yang padat
modal;  (e)  Rendahnya  mobilitas  sosial;  (f)  Pelaksanaan  kebijakan  industri
subtitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil
industri guna melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya
nilai-nilai tukar; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat. 
Pembangunan  ekonomi  dapat  dikatakan  berhasil  apabila  suatu
wilayah/  daerah  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  serta
meningkatkan taraf hidup masyarakat secara merata atau yang lebih dikenal
6dengan  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM).  Rendah  atau  tingginya  IPM
akan berdampak pada tingkat produktivitas penduduk, semakin rendah IPM
maka  tingkat  produktivitas  penduduk  juga  akan  rendah  kemudian
produktivitas  yang  rendah  akan  berpengaruh  pada  rendahnya  pendapatan,
begitu pula sebaliknya semakin tinggi IPM maka akan semakin tinggi tingkat
produktivitas  penduduk  yang  kemudian  mendorong  tingkat  pendapatan
menjadi semakin tinggi (Haris, 2014:8)
Menurut  Sadono  Sukirno  (2010:  76),  Salah  satu  unsur  yang
menentukan  kemakmuran  suatu  masyarakat  adalah  tingkat  pendapatan.
Pendapatan  masyarakat  mencapai  titik  maksimum  apabila  kondisi  tingkat
penggunaan  tenaga  kerja  penuh  (full  employment)  dapat  terwujud.
Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi  pendapatan masyarakat,
dan itu akan mengurangi tingkat kemakmuran yang telah tercapai. Semakin
turunnya  tingkat  kemakmuran  akan  menimbulkan  masalah  lain  yaitu
kemiskinan.
Pertumbuhan  ekonomi  menunjukkan  perubahan  tingkat  kegiatan
ekonomi  yang  terjadi  dari  tahun  ke  tahun  yang  dapat  dilihat  dengan
membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun (Arsyad, 2010:15).
Suatu  perekonomian  dikatakan  mengalami  pertumbuhan  atau  berkembang
apabila  tingkat  kegiatan  ekonomi  lebih  tinggi  dari  apa  yang  dicapai
sebelumnya.
7Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka
sebuah  negara  dapat  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  ekonomi
karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa
semakin meningkatnya jumlah barang dan jasa dalam suatu negara tersebut
sehingga semakin  tinggi  pula  produktivitas  faktor  produksi  dan  upah yang
diterima  oleh  pekerja.  Pertumbuhan  ekonomi  dengan  kemiskinan  memiliki
hubungan negatif karena semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka tingkat
kemiskinan akan semakin berkurang dikarenakan adanya produktivitas pekerja
dan upah yang didapatkan lebih tinggi sesuai dengan barang atau jasa yang
dihasilkan  sehingga  individu  dapat  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  dan
terhindar dari kemiskinan.
Masalah ketimpangan tidak hanya dipandang dari segi konvensional,
namun juga dipandang dari sisi Islam. Di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat
7 pun disinggung perihal harta supaya tidak beredar hanya kepada golongan
tertentu melainkan supaya harta yang dimiliki bisa dirasakan pula oleh orang-
orang  miskin  salah  satunya  dengan  cara  berzakat.  Oleh  karena  itu  Islam
menekankan perlunya berbagi kekayaan kepada orang-orang miskin melalui
kewajiban membayar zakat yang termasuk ke dalam rukun islam ketiga yang
merupakan pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman.
Dari uraian diatas, maka penulis merasa terdorong untuk mendalami
dan  meneliti  tentang  ketimpangan  pendapatan  dengan  mejelaskan  secara
umum  Provinsi  DKI  Jakarta,  Jawa  Barat,  dan  Banten  yang  beberapa
kabupaten/kota  di  dalam  Provinsi  tersebut  termasuk  Daerah  Jabodetabek.
8Kiranya pula penulis melakukan penelitian yang mengambil judul “Analisis
Faktor-faktor Yang mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Daerah
Jabodetabek Periode 2011-2016”.
B. Rumusan Masalah
Rumusan masalah berguna untuk mempermudah dalam melaksanakan
penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:
1. Bagaimana  pengaruh  pertumbuhan  penduduk  terhadap  ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek?
4. Bagaimana  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek?
C. Batasan Masalah
Penelitian  ini  berfokus  menganalisis  ketimpangan  pendapatan  yang
terjadi  di  Daerah  Jabodetabek.  Dengan  variabel  dependen  ketimpangan
pendapatan,  sedangkan  variabel  independen  yaitu  pertumbuhan  penduduk,
indeks  pembangunan  manusia,  tingkat  pengangguran  terbuka,  dan
9pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel tersebut dianalisis menggunakan alat
analisis data panel dengan aplikasi Eviews8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan ini  berguna untuk menyebutkan secara spesifik  maksud dari
penelitian baik yang utama maupun tambahan dan dikemukakan secara jelas.
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hasil yang akan dicapai, antara
lain: 
1. Mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  penduduk  terhadap  ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek
2. mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek
3. Mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek
4. Mengetahui  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  ketimpangan
pendapatan di Daerah Jabodetabek
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, adapun
pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:
a. Bagi Pemerintah
Dapat digunakan sebagai saran masukan dan tambahan pemikiran
dalam  mengatasi  ketimpangan  pendapatan  yang  ada  di  Daerah
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Jabodetabek  sehingga  mempermudah  dalam  megurangi  tingkat
ketimpangan pendapatan tersebut.
b. Bagi Masyarakat
Supaya  dapat  mengetahui  bahwa  semakin  tinggi  tingkat
ketimpangan  pendapatan  maka  semakin  buruk  pula  tingkat
perekonomian  di  Indonesia  dengan  begitu  masyarakat  akan
membantu  pemerintah  dalam  mengurangi  tingkat  ketimpangan
pendapatan 
c. Bagi khasanah keilmuan
Supaya  dapat  menambah  wawasan  dalam  keilmuan,  dan  ikut
berbagi  dalam  menambah  ilmu  di  dunia  pendidikan  sehingga
membantu negara Indonesia menjadi negara yang maju.
E. Sistematika Pembahasan
Skripsi  ini  direncanakan  terdiri  dari  lima  bab.  Bab  I  merupakan
pendahuluan. Pada bab ini  berisi  latar  belakang masalah yang menjelaskan
fenomena  ketimpangan  pendapatan,  perumusan  masalah  sebagai  inti
permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya dalam penelitian ini, tujuan
dan  manfaat  penelitian  untuk  mengetahui  tujuan  dan  manfaatnya,  serta
sistematika pembahasan sebagai arah dalam penelitian ini.
Bab  II  landasan  teori  berisi  tentang  teori,  telaah  pustaka  untuk
mengetahui  posisi  penelitian,  pengembangan  hipotesis,  dan  kerangka
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Deskriptif Objek Penelitian
1. Kondisi Geografis Jabodetabek
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  nomor  54  tahun  2008,  bahwa
kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, yang selanjutnya
disebut  sebagai  kawasan  Jabodetabek  merupakan  kawasan  strategis
nasional  yang meliputi  seluruh wilayah Provinsi  DKI Jakarta,  sebagian
wilayah Provinsi Jawa Barat, dan sebagian wilayah Provinsi Banten. 
Adapun pembagian wilayah administratif  adalah sebagai berikut:
DKI Jakarta seluas 664,5 km2, Kota Bogor seluas 118,50 km2, Kota Depok
seluas 200,3 km2, Kota Bekasi seluas 210,5 km2, Kota Tangerang seluas
164,5 km2, Kota Tangerang Selatan seluas 210,2 km2, Kabupaten Bogor
seluas 3.440,74 km2, Kabupaten Tangerang seluas 1.110,6 km2, Kabupaten
Bekasi seluas 1.484,75 km2. Jadi keseluruhan wilayah Jabodetabek adalah
7.604,6 km2. Secara geografis Jabodetabek dibatasi oleh:
Sebelah Utara : Teluk Jakarta
Sebelah Selatan : Sukabumi
Sebelah Timur : Karawang Barat
Sebelah Barat : Cikande
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Gambar  4.1  berikut  ini  adalah  kondisi  geografis  dari  daerah
Jabodetabek: 
Gambar 4.1
Kondisi Geografis Daerah Jabodetabek
Sumber:Peta Digital Megapolitan Teguh Suroso1
2. Kondisi Demografi Jabodetabek
Berdasarkan  data  penduduk  Jabodetabek  tahun  2016  yang
diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  adalah  sebesar  32.433.427  jiwa.
Berikut ini adalah rincian jumlah penduduk di Daerah Jabodetabek tahun
2016:
Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Daerah Jabodetabek Tahun 2016
Kab/ Kota 2016 Kab/ Kota 2016
Jakarta Pusat 917.754 Kab. Bogor 5.587.390
Jakarta Barat 2.496.002 Kota Bekasi 2.787.205
Jakarta Selatan 2.206.732 Kab. Bekasi 3.371.691
1https://www.google.com/search?q=peta+jabodetabek&safe=strict&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwikw7FhdzcAhURD60KHfzMAAEQ
_AUICigB&biw=669&bih=647#imgrc=lJ1Zr0t0lA0TSM:  diakses  pada  tanggal  8
Agustus 2018 pada pukul 6:06
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Jakarta Timur 2.868.910 Kota Depok 2.179.813
Jakarta Utara 1.764.614 Kab.  Tangerang 3.477.495
Kep. Seribu 23.616 Kota Tangerang 2.093.706
Kota Bogor 1.064.687 Kota Tangerang Selatan 1.593.812
Total 32.433.427
Sumber: Website BPS (diolah)
Dari  data  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa penduduk terbanyak  di
Jabodetabek  berada  di  Kabupaten  Bogor  sebanyak  5.587.390  jiwa  dan
penduduk  paling  sedikit  berada  di  Kepulauan  Seribu  sebanyak  23.616
jiwa. 
3. Ketimpangan Pendapatan 
Ketimpangan  pendapatan  dapat  diartikan  sebagai  perbedaan
kemakmuran  ekonomi  antara  yang  kaya  dengan  yang  miskin.  Hal  ini
tercermin  dari  perbedaan  pendapatan  (Robert  E.  Baldwin,  1986:
16).berikut  ini  merupakan  tabel  kondisi  ketimpangan  pendapatan  di
Daerah Jabodetabek tahun 2016:
Tabel 4.2
Kondisi Ketimpangan Pendapatan di Daerah jabodetabek
tahun 2011-2016







































































































































































































Sumber: Website BPS (diolah)
Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat
Statistik  yang  telah  dilampirkan  diatas  menjelaskan  bahwa  Gini  Ratio
kabupaten/kota terendah pada tahun 2011 ialah Kabupaten Bekasi sebesar
0,33 persen dengan Gini  Ratio  tertinggi  sebesar  0,44 persen  di  seluruh
wilayah  DKI  Jakarta.  Pada  tahun  2012,  Gini  Ratio  terendah  ialah
Kabupaten Bekasi sebesar 0,36 persen dengan Gini Ratio tertinggi ialah
Kota Bogor sebesar 0,45. 
Pada  tahun  2013,  Gini  Ratio  terendah  ialah  Kabupaten  Bekasi
sebesar 0,36 persen dengan Gini Rasio tertinggi ialah Kota Bogor sebesar
0,45.  Pada  tahun  2014,  Gini  Ratio  terendah  ialah  Kota  Bekasi  dan
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Kabupaten Bekasi sebesar 0,33 persen dengan Gini Ratio tertinggi ialah
0,43 persen di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pada tahun 2015, Gini Ratio
terendah ialah Kabupaten Bekasi sebesar 0,35 persen dengan Gini Ratio
tertinggi sebesar Kota Bogor sebesar 0,47 persen. Pada tahun 2016, Gini
Ratio terendah Kabupaten Bekasi sebesar 0,31 persen dengan Gini Ratio
tertinggi sebesar Kota Bogor sebsar 0,43 persen.
4. Pertumbuhan Penduduk
Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu,
dan  dapat  dihitung  sebagai  perubahan  dalam  jumlah  individu  dalam
sebuah populasi memakai “per waktu unit” untuk pengukuran. Berikut ini
merupakan data pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2016:
Tabel 4.3
Pertumbuhan Penduduk di Daerah Jabodetabek tahun 2011-2016
Sumber: Website BPS (diolah)
Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jakarta Pusat 0,23 0,23 0,41 0,41 0,56 0,62
Jakarta Barat 1,45 1,37 1,44 1,40 1,50 1,52
Jakarta Selatan 1,08 1,01 1,08 1,02 1,23 1,26
Jakarta Timur 1,00 0,93 1,01 0,96 1,23 1,36
Jakarta Utara 1,12 1,04 1,10 1,07 1,35 1,56
Kepulauan Seribu 1,65 1,58 1,29 1,30 1,35 1,46
Kota Bogor 0,49 2,07 2,59 3,26 3,65 4,03
Kabupaten Bogor 0,43 2,72 4,25 3,65 4,63 5,01
Kota Bekasi 0,40 3,01 4,99 5,32 5,69 6,01
Kabupaten Bekasi 0,31 4,07 7,73 6,53 6,86 0,34
Kota Depok 3,74 6,88 7,25 7,68 8,32 8,50
Kabupaten Tangerang 3,54 3,47 3,34 3,39 3,24 3,17
Kota Tangerang 2,66 2,59 2,51 2,43 2,36 2,28
Kota Tangerang 
Selatan 3,67 3,59 3,51 3,44 3,36 3,28
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Tabel diatas menjelaskan bahwa Pertumbuhan Penduduk di Daerah
Jabodetabek  pada  tahun  2011-2016  dengan  pertumbuhan  penduduk
tertinggi yaitu di Kota depok dengan persentase tahun 2011 sebesar 3,74%,
tahun  2012  Kota  Depok  sebesa  6,88%,  tahun  2013  Kabupaten  Bekasi
sebesar  7,73%, tahun 2014 Kota Depok sebesar 7,68%, tahun 2015 Kota
Depok  sebesar  8,32%,  dan  tahun  2016  Kota  Depok  sebesar  8,50%.
Sedangkan pertumbuhan pemduduk terendah dari tahun 2011-2016 ialah
Jakarta Pusat dengan persentase tahun 2011 sebesar 0,23%, tahun 2012
sebesar  0,23%,  tahun  2013 sebesar  0,41%,  tahun  2014 sebesar  0,41%,
tahun 2015 sebesar 0,56%, dan tahun 2016 sebesar 0,62%.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Menurut  BPS,  IPM  menjelaskan  bagaimana  penduduk  dapat
mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan,
pendidikan, dan sebagainya. Berikut ini merupakan tabel IPM di Daerah
Jabodetabek tahun 2011-2016
Tabel 4.4
IPM di Daerah Jabodetabek tahun 2011-2016
Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jakarta Pusat 78,00 78,40 78,80 79,00 79,70 80,22
Jakarta Barat 77,40 78,10 78,80 79,40 79,70 80,34
Jakarta Selatan 81,20 81,70 82,70 82,90 83,40 83,94
Jakarta Timur 78,80 79,50 79,90 80,40 80,70 81,28
Jakarta Utara 76,10 76,90 77,20 77,30 78,30 78,78
Kepulauan Seribu 65,80 66,90 67,60 68,50 68,80 69,52
Kota Bogor 71,70 72,30 72,90 73,10 73,70 74,50
Kabupaten Bogor 64,80 65,70 66,70 67,40 67,80 68,32
Kota Bekasi 77,50 77,70 78,60 78,80 79,60 79,95
Kabupaten Bekasi 68,70 69,40 70,10 70,50 71,20 71,83
Kota Depok 77,00 77,30 78,30 78,60 79,10 79,60
Kabupaten Tangerang 68,50 68,80 69,30 69,60 70,10 70,44
Kota Tangerang 74,20 74,60 75,00 75,90 76,10 76,81
Kota Tangerang Selatan 77,00 77,70 78,70 79,20 79,40 80,11
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Sumber: Website BPS (diolah)
Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat
Statistik  bahwa  pada  tahun  2011-2016,  IPM  terbesar  di  daerah
Jabodetabek yaitu Jakarta Selatan tahun 2011 senilai 81,20%, tahun 2012
senilai 81,70%, tahun 2013 senilai 82,70%, tahun 2014 senilai  82,90%,
tahun 2015 senilai  83,40%, dan tahun 2016 senilai  83,94%. Sedangkan
IPM terendah di Daerah Jabodetabek tahun 2011-2016 yaitu Kabupaten
Bogor tahun 2011 senilai 64,80%, tahun 2012 senilai 65,70%, tahun 2013
senilai 66,70%, tahun 2014 senilai 67,40%, tahun 2015 senilai  67,80%,
dan tahun 2016 senilai 68,32%.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Menurut BPS definisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah
persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.berikut
ini merupakan TPT di Daerah Jabodetabek tahun 2011-2016:
Tabel 4.5
TPT di Daerah Jabodetabek tahun 2011-2016
Kabupaten/Kota 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jakarta Pusat 11,40 10,72 8,60 7,81 6,51 5,94
Jakarta Barat 11,68 9,31 8,69 9,00 6,31 5,75
Jakarta Selatan 10,27 8,96 8,56 7,56 6,36 5,81
Jakarta Timur 12,47 10,39 9,47 8,72 9,13 6,04
Jakarta Utara 12,30 10,33 9,67 8,88 7,11 5,81
Kepulauan Seribu 14,65 13,97 6,03 5,43 5,51 5,41
Kota Bogor 10,31 9,33 9,92 9,48 11,08 8,89
Kabupaten Bogor 10,73 9,07 7,92 7,65 10,01 8,92
Kota Bekasi 10,51 8,75 9,59 9,36 9,36 9,01
Kabupaten Bekasi 6,89 7,78 7,13 6,79 10,03 9,34
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Kota Depok 10,60 9,42 7,67 8,44 7,48 8,89
Kabupaten Tangerang 14,42 11,46 11,94 8,45 9,00 10,57
Kota Tangerang 12,89 8,31 8,62 7,81 8,00 7,16
Kota Tangerang Selatan 11,98 8,07 4,56 6,92 6,13 6,83
Sumber: Website BPS (diolah)
Tabel di atas menjelaskan bahwa TPT di Daerah Jabodetabek pada
tahun  2011-2016  dengan  angka  tertinggi  yakni  tahun  2011  Kepulauan
Seribu sebanyak 14,65%, tahun 2012 Kepulauan Seribu sebanyak 13,97%,
tahun  2013  Kabupaten  Tangerang  sebanyak  11,94%,  tahun  2014  Kota
Bogor sebanyak 9,48%, tahun 2015 Kota Bogor sebanyak 11,08, dan tahun
2016 Kabupaten Tangerang sebanyak 10,57%. sedangkan TPT terendah
tahun  2011  di  Kabupaten  Bekasi  sebanyak  6,89%,  tahun  2012  di
Kabupaten Bekasi sebanyak 7,78%, tahun 2013 di Kota Tangerang Selatan
sebanyak 4,56%, tahun 2014 di Kepulauan Seribu sebanyak 5,43%, tahun
2015 di Kepulauan Seribu sebanyak 5,51%, dan tahun 2016 di Kepluauan
Seribu sebanyak 5,41%.
7. Pertumbuhan ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  adalah  proses  perubahan  kondisi
perekonomian  suatu  negara  secara  berkesinambungan  menuju  keadaan
yang  lebih  baik  selama  periode  tertentu.  Pertumbuhan  ekonomi  dapat
diartikan  juga  sebagai  proses  kenaikan  kapasitas  produksi  suatu
perekonomian  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan  pendapatan





Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Jabodetabek tahun 2011-2016
Kabupaten/Kot
a 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jakarta Pusat 7,19 7,06 6,08 5,83 6,62 6,49
Jakarta Barat 6,92 6,94 6,66 5,96 5,99 6,01
Jakarta Selatan 6,97 6,69 6,26 6,11 6,10 6,50
Jakarta Timur 6,28 6,13 5,89 6,14 5,41 5,97
Jakarta Utara 6,36 6,03 5,82 5,79 5,61 4,65
Kep. Seribu 4,28 4,56 5,17 5,84 5,24 5,82
Kota Bogor 6,22 6,31 6,04 6,01 6,14 6,73
Kab. Bogor 5,86 6,01 6,14 6,01 6,09 6,35
Kota Bekasi 6,45 6,74 6,04 5,61 5,57 6,08
Kab. Bekasi 6,60 6,53 6,23 5,88 4,47 4,86
Kota Depok 6,81 8,06 6,85 7,28 6,64 7,28
Kab. Tangerang 6,75 6,17 6,41 5,37 5,36 5,32
Kota Tangerang 7,39 7,07 6,52 5,15 5,37 5,30
Kota Tangerang 
Selatan 8,81 8,66 8,75 8,05 7,20 6,98
Sumber: Website BPS (diolah)
Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Badan Pusat
Statistik, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2011-2016 di Daerah
Jabodetabek yakni tahun 2011 di Kota Tangerang Selatan sebanyak 8,81%,
tahun 2012 di  Kota Tangerang Selatan sebanyak 8,66%, tahun 2013 di
Kota Tangerang Selatan sebanyak 8,75%, tahun 2014 di Kota Tangerang
Selatan sebanyak 8,05%, tahun 2015 di Kota Tangerang Selatan sebanyak
7,20%,  dan  tahun  2016  di  Kota  Depok  sebanyak  7,28%.  Sedangkan
pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2011-2016 yakni tahun 2011 di
Kepulauan  Seribu  sebanyak  4,28%,  tahun  2012  di  Kepulauan  Seribu
sebanyak 4,56%, tahun 2013 di Kepulauan Seribu sebanyak 5,17%, tahun
2014 di Kota Tangerang sebanyak 5,15%, tahun 2015 di Kabupaten bekasi
sebanyak 4,47%, dan tahun 2016 di Jakarta Utara sebanyak 4,65%.
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B. Analisis Statistik Deskriptif
Penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  dari
Badan Pusat Statistik dan Peraturan Gubernur. Variabel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Indeks Gini (IG), Pertumbuhan Penduduk (PP),
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT),  Indeks  Pembangunan  Manusia
(IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE) dari 14 Kabupaten atau Kota di
Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Berikut ini adalah deskripsi
data dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Data Penelitian
Mean IG PP IPM TPT PE
Jakarta Pusat 0,427 0,41 79,027 8,497 6,543
Jakarta Barat 0,427 1,447 78,948 8,457 6,411
Jakarta Selatan 0,427 1,113 82,652 7,92 6,439
Jakarta Timur 0,427 1,1 82,252 8,287 6,324
Jakarta Utara 0,427 1,087 81,885 8,525 6,231
Kepulauan Seribu 0,427 1,075 81,412 8,677 6,17
Kota Bogor 0,425 1,065 80,988 8,87 6,175
Kabupaten Bogor 0,41 1,065 80,548 9,332 6,06
Kota Bekasi 0,373 1,082 80,105 9,37 5,971
Kabupaten Bekasi 0,34 1,102 79,655 9,342 5,984
Kota Depok 0,388 1,12 79,217 9,332 5,967
Kabupaten 
Tangerang 0,397 1,135 78,763 9,365 5,954
Kota Tangerang 0,397 1,153 78,245 9,392 5,896
Kota Tangerang 
Selatan 0,397 1,173 77,84 9,055 5,929
TOTAL 0,40636 1,0805 80,1098 8,88721 6,14671
Median IG PP IPM TPT PE
Jakarta Pusat 0,43 0,41 78,92 8,205 6,554
Jakarta Barat 0,43 1,445 79,085 8,845 6,334
Jakarta Selatan 0,43 1,08 82,83 8,06 6,379
Jakarta Timur 0,43 1,005 80,14 9,3 6,051
Jakarta Utara 0,43 1,11 77,225 9,275 5,805
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Kepulauan Seribu 0,43 1,405 68,05 5,77 5,205
Kota Bogor 0,44 2,925 72,98 9,7 6,182
Kabupaten Bogor 0,415 3,95 67,05 8,995 6,052
Kota Bekasi 0,37 5,155 78,735 9,36 6,059
Kabupaten Bekasi 0,34 1,087 81,885 8,525 6,231
Kota Depok 0,4 7,465 78,425 8,665 7,062
Kabupaten 
Tangerang 0,4 3,365 69,425 11,015 5,769
Kota Tangerang 0,4 2,47 75,455 8,155 5,947
Kota Tangerang 
Selatan 0,4 3,475 78,91 6,875 8,356
TOTAL 0,4225 1,9575 78,58 8,755 6,1205
Maksimum IG PP IPM TPT PE
Jakarta Pusat 0,44 0,62 80,22 11,4 7,189
Jakarta Barat 0,44 1,52 80,34 11,68 6,937
Jakarta Selatan 0,44 1,26 83,94 10,27 6,974
Jakarta Timur 0,44 1,36 81,28 12,47 6,281
Jakarta Utara 0,44 1,56 78,78 12,3 6,356
Kepulauan Seribu 0,44 1,65 69,52 14,65 5,84
Kota Bogor 0,47 4,03 74,5 11,08 6,734
Kabupaten Bogor 0,42 5,01 68,32 10,73 6,349
Kota Bekasi 0,41 6,01 79,95 10,51 6,738
Kabupaten Bekasi 0,36 7,73 71,83 10,03 6,603
Kota Depok 0,4 8,5 79,6 10,6 8,062
Kabupaten 
Tangerang 0,4 3,54 70,44 14,42 6,752
Kota Tangerang 0,4 2,66 76,81 12,89 7,386
Kota Tangerang 
Selatan 0,4 3,67 80,11 11,98 8,811
TOTAL 0,47 8,5 83,94 14,65 8,811
Minimum IG PP IPM TPT PE
Jakarta Pusat 0,41 0,23 77,97 5,94 5,829
Jakarta Barat 0,41 1,37 77,41 5,75 5,959
Jakarta Selatan 0,41 1,01 81,22 5,81 6,103
Jakarta Timur 0,41 0,93 78,82 6,04 5,411
Jakarta Utara 0,41 1,04 76,12 5,81 4,649
Kepulauan Seribu 0,41 1,29 65,79 5,41 4,28
Kota Bogor 0,36 0,49 71,72 8,89 6,007
Kabupaten Bogor 0,39 0,43 64,78 7,65 5,861
Kota Bekasi 0,33 0,4 77,48 8,75 5,565
Kabupaten Bekasi 0,31 0,31 68,66 6,79 4,465
Kota Depok 0,36 3,74 76,96 7,48 6,64
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Kabupaten 
Tangerang 0,39 3,17 68,45 8,45 5,325
Kota Tangerang 0,39 2,28 74,15 7,16 5,146
Kota Tangerang 
Selatan 0,39 3,28 76,99 4,56 6,977
TOTAL 0,31 0,23 64,78 4,56 4,28
Standar Deviasi IG PP IPM TPT PE
Jakarta Pusat 0,01 0,162 0,821 2,206 0,532
Jakarta Barat 0,01 0,057 1,088 2,163 0,477
Jakarta Selatan 0,01 0,107 1,018 1,675 0,349
Jakarta Timur 0,01 0,173 0,883 2,109 0,307
Jakarta Utara 0,01 0,205 0,967 2,318 0,579
Kepulauan Seribu 0,01 0,151 1,366 4,511 0,638
Kota Bogor 0,042 1,287 0,99 0,782 0,266
Kabupaten Bogor 0,013 1,683 1,337 1,183 0,163
Kota Bekasi 0,027 2,155 0,992 0,607 0,459
Kabupaten Bekasi 0,02 3,315 1,162 1,372 0,897
Kota Depok 0,018 1,74 1,026 1,163 0,517
Kabupaten 
Tangerang 0,005 0,139 0,744 2,167 0,626
Kota Tangerang 0,005 0,143 1,005 2,064 0,986
Kota Tangerang 
Selatan 0,005 0,145 1,152 2,516 0,815
TOTAL 0,01017 1,03634 0,17464 0,95999 0,23849
Obs. 84 84 84 84 84
Sumber: Data diolah Eviews 8
Indeks  Gini  sebagai  variabel  terikat  dalam  penelitian  ini
menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan di Daerah Jabodetabek.
Pada periode 2011-2016 menunjukkan rata-rata ketimpangan pendapatan
sebesar  0,406%.  Berdasarkan  perhitungan  BPS,  angka  tersebut
menunjukkan  bahwa  ketimpangan  pendapatan  di  Daerah  Jabodetabek
termasuk  ke  dalam  kategori  sedang.  Indeks  Gini  terendah  0,310  yaitu
Kabupaten Bekasi pada tahun 2016 sedangkan Indeks Gini tertinggi 0,470
yaitu Kota Bogor pada tahun 2015.
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Rata-rata  pertumbuhan  penduduk  di  Daerah  Jabodetabek  pada
tahun  2011-2016  sebanyak  2,696%  dengan  pertumbuhan  penduduk
terkecil sebesar  0,230% yakni Jakarta Pusat pada tahun 2011 sedangkan
pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 8,500% yakni Kota Depok pada
tahun 2016.  Selama Periode 2011-2016, rata-rata  indeks pembangunan
manusia  di  Daerah  Jabodetabek  sebesar  75,47%  dengan  indeks
pembangunan manusia terendah sebesar 64,78% yakni Kabupaten Bogor
pada  tahun  2011  sedangkan  indeks  pembangunan  manusia  tertinggi
sebesar 83,94% berada pada Jakarta Selatan pada tahun 2016. 
Selama Periode 2011-2016, rata-rata tingkat pengangguran terbuka
di  Daerah  Jabodetabek  sebanyak  8,847% dengan  tingkat  pengangguran
terbuka  terendah  sebesar  4,560%  yakni  Kota  Tangerang  Selatan  pada
tahun  2013  sedangkan  tingkat  pengangguran  terbuka  tertinggi  sebesar
14,650% yakni Kepulauan Seribu pada tahun 2011. Rata-rata pertumbuhan
ekonomi di  Daerah Jabodetabek pada tahun 2011-2016 sebesar  6,260%
dengan pertumbuhan ekonomi terendah sebesar  4,280 yakni  Kepulauan
Seribu pada tahun 2011 sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar
8,811% berada pada Kota Tangerang Selatan pada tahun 2011.
C. Analisis Data
1. Uji Spesifikasi Model
Regresi data panel memiliki tiga alternatif pendekatan model yaitu:
(1)  Common Effect  Model;  (2)  Fixed Effect  Model;  (3) Random Effect
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Model. Untuk memilih model terbaik dari tiga alternatif model tersebut,
maka harus dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut:
a. Uji Chow
Uji  Chow  digunakan untuk memilih antara  common effect model
atau fixed effect model. Dengan Hipotesis sebagai berikut:
H0 : Common effect model
Ha : Fixed effect model




Effects Test Statistic d.f. Prob.
Cross-section F 10,282675 (13,65) 0,0000
Cross-section Chi-Square 92,734398 13 0,0000
Sumber: Telah diolah kembali pada lampiran 4
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa hasil pengujian nilai
probabilitas  sebesar  0,0000  <  taraf  signifikan  5%  artinya  H0  ditolak,
sehingga model data panel yang digunakan adalah fixed effect model.
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b. Uji Hausman
Uji hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih model
mana  yang  terbaik  antara  random effect  model  dan  fixed  effect  model.
Adapun hipotesis tersebut ialah sebagai berikut:
H0 : Random effect model
Ha : Fixed effect model




Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. D.f. Prob.
Cross-section random 21,175608 4 0,0003
Sumber: Telah diolah kembali pada lampiran 4
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa nilai  Prob. Cross-section
random sebesar 0,0003 yang nilainya < taraf signifikansi 5%  artinya H0
ditolak,  sehingga model  data  panel  yang dapat  digunakan adalah  Fixed
Effect Model.
2. Estimasi Fixed Effect Model
Pengujian koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh
variabel  bebas  yang  terdiri  dari  jumlah  penduduk,  indeks  pembangunan
manusia,  upah,  dan  produk  domestik  regional  bruto  terhadap  variabel




Hasil Estimasi Fixed Effect Model
Variabel bebas Coefficient T Statistic Prob. Kesimpulan
PP 0,004795 2,798101 0,0067 Signifikan
IPM -0,002895 -0,919583 0,3611 Tidak Signifikan
TPT 0,000696 0,539438 0,5914 Tidak Signifikan
PE 0,000736 0,190163 0,8498 Tidak Signifikan
C 0,601020 2,344348 0,0221 Signifikan
Sumber: Telah diolah kembali pada lampiran 5 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat disusun persamaan regresi data
panel dengan metode fixed effect model sebagai berikut:
IG = 0,601020 + 0,004795 (PP) – 0,002895 (IPM) + 0,000696 (TPT) +
0,000736 (PE) + eit
Berdasarkan  persamaan  di  atas  ini,  maka  dapat  diinterpretasikan
sebagai berikut:
a. Koefisen dari pertumbuhan penduduk sebesar 0,004795 dan nilai tersebut
positif  maka peningkatan  jumlah penduduk berpengaruh positif  secara
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Jabodetabek. Jika
pertumbuhan penduduk naik 1 persen, maka ketimpangan pendapatan di
Daerah Jabodetabek akan naik 4,79 persen.
b. Koefisien dari indeks pembangunan manusia sebesar -0,002895 dan nilai
tersebut negatif  maka peningkatan indeks pembangunan manusia tidak
berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Jabodetabek.
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya  indeks
pembangunan  manusia  tidak  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya
ketimpangan  pendapatan  di  Daerah  Jabodetabek.  Hal  ini  dikarenakan
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indeks  pembangunan manusia  di  Provinsi  DKI Jakarta,  Provinsi  Jawa
Barat,  dan  Provinsi  Banten  tergolong  memiliki  angka  yang  tinggi
sehingga  menunjukkan  bahwa  pencapaian  pembangunan  manusia
membaik.
c. Koefisien dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,000696 dan nilai
tersebut positif, maka peningkatan tingkat pengangguran terbuka  tidak
berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Jabodetabek.
Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya  tingkat
pengangguran  terbuka  tidak  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya
ketimpangan  pendapatan  di  Daerah  Jabodetabek.  Hal  ini  dikarenakan
Daerah Jabodetabek termasuk kedalam daerah yang memiliki lapangan
kerja  namun  masih  terbatasnya  kesempatan  kerja  sehingga  terjadi
persaingan yang ketat dalam memperebutkan lapangan kerja.
d. Koefisien dari pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000736 dan nilai tersebut
positif, maka peningkatan produk domestik regional bruto berpengaruh
positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah
Jabodetabek.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  tinggi  rendahnya
pertumbuhan  ekonomi  tidak  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya
ketimpangan  pendapatan  di  Daerah  Jabodetabek.  Hal  ini  dikarenakan
Daerah Jabodetabek memiliki kondisi perekonomian yang baik walaupun




Pengujian  koefisien  regresi  secara  simultan  digunakan  untuk
mengetahui  pengaruh  dari  seluruh variabel  independen  terhadap  variabel
dependen  secara  bersama-sama  dengan  taraf  signifikansi  sebesar  5%.
Berdasarkan  hasil  analisis,  diketahui  bahawa  F  hitung  sebesar  12,53266
dengan  probabilitas  F  sebesar  0,000000.  Jika  dibandingkan  dengan  taraf
signifikan 5% maka probabilitas F lebih kecil dibandingkan taraf signifikan.
Maka  secara  bersama-sama  seluruh  variabel  bebas  yakni  pertumbuhan
penduduk,  indeks  pembangunan  manusia,  tingkat  pengangguran  terbuka,
dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketimpangan
pendapatan.
b. Uji t
Pengujian regresi secara parsial dilakukan untuk mengetahui sejauh
mana variabel bebas secara individu mampu mempengaruhi variabel terikat.
Variabel  bebas  dikatakan memiliki  pengaruh  dan  signifikan  apabila  nilai
probabilitas  yang  didapatkan  lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  yang
digunakan  yaitu  5%.  Berdasarkan  hasil  pengujian  di  atas,  maka  dapat
diinterpretasikan sebagai berikut:
1. Dari  hasil  regresi  diketahui  bahwa  koefisien  variabel  pertumbuhan
penduduk  sebesar  0,004795  dengan  probabilitas  sebesar  0,0067.  Jika
dibandingkan dengan taraf signifikan 5%, maka probabilitas lebih kecil
dibandingakan  taraf  signifikansi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
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pertumbuhan  penduduk  memiliki  pengaruh  terhadap  ketimpangan
pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang
menyatakan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  berpengaruh  terhadap
ketimpangan pendapatan sesuai dengan hipotesis peneliti.
2. Dari  hasil  regresi  diketahui  bahwa  koefisien  variabel  IPM  sebesar
-0,002895 dengan probabilitas sebesar 0,3611. Jika dibandingkan dengan
taraf  signifikan  5%,  maka  probabilitas  lebih  besar  dibandingkan  taraf
signifikansi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  IPM   tidak  berpengaruh
terhadap ketimpangan pendapatan.  Sehingga dapat  disimpulkan bahwa
hipotesis  kedua  yang  menyatakan  bahwa  IPM  berpengaruh  terhadap
ketimpangan pendapatan tidak sesuai dengan hipotesis peneliti.
3. Dari  hasil  regresi  diketahui  bahwa  koefisien  variabel  TPT  sebesar
0,000696 dengan probabilitas sebesar 0,5914. Jika dibandingkan dengan
taraf signifikan 5%, maka probabilitas lebih besar dibandingkan dengan
taraf  signifikansi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  TPT  tidak  memiliki
pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  bahwa  TPT  berpengaruh
terhadap ketimpangan pendapatan tidak sesuai dengan hipotesis peneliti.
4. Dari  hasil  regresi  diketahui  bahwa  koefisien  variabel  pertumbuhan
ekonomi  sebesar  0,000736  dengan  probabilitas  sebesar  0,8498.  Jika
dibandingkan dengan taraf signifikan 5%, maka probabilitas lebih besar
dibandingkan  dengan  taraf  signifikansi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa
pertumbuhan  ekonomi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  ketimpangan
pendapatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat yang
menyatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  bepengaruh  terhadap
71
ketimpangan  pendapatan  di  Daerah  Jabodetabek  tidak  sesuai  dengan
hipotesis penelitian.
c. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengukur  seberapa  jauh
kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  bebas  secara
statistik.  Nilai  R2  pada  hasil  regresi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebesar
0,763488.  Dengan  hasil  tersebut  maka  variabel  terikat  dapat  dijelaskan
sebesar 76% oleh variabel-variabel bebas dalam penelitian ini,  sedangkan
sisanya sebesar 24% dijelaskan dengan variabel lainnya
D. Pembahasan
Hasil  analisis  regresi  data  panel  ini  digunakan  untuk  mengetahui
seberapa  jauh  variabel  independen  berpengaruh  terhadap  ketimpangan
distribusi  pendapatan.  Adapun  variabel  independen  dalam  penelitian  ini
adalah  pertumbuhan  penduduk,  indeks  pembangunan  manusia,  tingkat
pengangguran  terbuka,  dan  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  terhadap
ketimpangan  pendapatan.  Dari  hasil  regresi  data  panel  dengan
memanfaatkan  fixed  effect  model,  diperoleh  persamaan  regresi  sebagai
berikut:
IG = 0,601020 + 0,004795 (PP) – 0,002895 (IPM) + 0,000696 (TPT) +
0,000736 (PE) + eit
Pada  persamaan  regresi  di  atas  menunjukkan  bahwa  koefisien
konstanta  sebesar  0,601020.  Nilai  positif  dalam  konstanta  menunjukkan
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pengaruh  positif  variabel  independen  yang  artinya  bahwa  di  luar  empat
variabel  independen  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  tidak  terdapat
variabel-variabel lainnya yang mempengaruhi.
Dari empat variabel independen yang diujikan, faktor yang paling
besar  pengaruhnya  terhadap  ketimpangan  pendapatan  adalah  TPT.  TPT
berpengaruh  sangat  besar  dengan  koefisien  sebesar  0,000696  pada  taraf
signifikansi  5%.  Pembahasan  lebih  lanjut  mengenai  faktor-faktor  yang
mempengaruhi ketimpangan pendapatan, yaitu:
1. Pertumbuhan Penduduk
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  dan  parsial
pertumbuhan  penduduk  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan,
koefisien  variabel  pertumbuhan  penduduk  sebesar  0,004795  dengan
probabilitas 0,0067 menjelaskan bahwa setiap kenaikan 1% penduduk akan
diikuti  kenaikan  ketimpangan  pendapatan  sebesar  4,7%.  Hasil  ini
mendukung  penelitian  Syefriyadi  (2017),  dimana  hasil  penelitiannya
menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  penduduk  berpengaruh  positif  dan
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
Hasil  ini  pun  didukung  oleh  teori  Adelman  dan  Moris  yang
menyatakan bahwa penyebab ketimpangan pendapatan salah satunya yaitu
pertambahan  penduduk  yang  tinggi  karena  akan  memicu  penurunan
pendapatan  per  kapita  (Arsyad,  2010:  283-284).  Berdasarkan  data
pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari website Badan Pusat Statistik
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DKI  Jakarta,  Banten,  dan  Jawa  Barat   tahun  2011-2016  menunjukkan
perbandingan pertumbuhan penduduk dan gini ratio sebagai berikut:
Tabel 4.11
Pertumbuhan Penduduk dan Gini Ratio DKI Jakarta, Jawa Barat,
dan Banten tahun 2011-2016
PP &
GR
DKI JAKARTA JAWA BARAT BANTEN
PP Gini Ratio PP Gini Ratio PP Gini Ratio
2011 1,08 0,44 0,53 0,41 2,39 0,40
2012 1,03 0,42 1,65 0,41 2,33 0,39
2013 1,05 0,43 1,78 0,40 2,27 0,40
2014 1,02 0,43 1,52 0,40 2,20 0,40
2015 1,02 0,43 1,70 0,38 2,14 0,40
2016 1,07 0,41 1,54 0,39 2,07 0,39
Sumber: Website BPS (diolah)
Dari  tabel  tersebut,  pertumbuhan penduduk di  DKI Jakarta,  Jawa
Barat  dan  Banten  memiliki  nilai  lebih  besar  dibandingkan  dengan  Gini
Ratio yang ada pada daerah masing-masing. Hal ini membuktikan bahwa
pertumbuhan  penduduk  yang  tinggi  berpengaruh  terhadap  ketimpangan
pendapatan sesuai dengan teori Adelman dan Morris. 
2. IPM
Berdasarkan  hasil  regresi,  pengaruh  IPM  terhadap  ketimpangan
pendapatan  di  daerah  Jabodetabek  tahun  2011-2016  secara  langsung
berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan
Becker (Tarmidzi: 2012) yang menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif
terhadap ketimpangan pendapatan. Becker mengkaji bahwa semakin tinggi
pendidikan formal maka produktivitas tenaga kerja semakin tinggi.
Ketimpangan  antar  wilayah  dimunculkan  oleh  Douglas  C.  North
dalam analisanya mengenai Teori Pertubuhan Neo Klasik (Hipotesa Neo-
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Klasik)  yang menunjukkan bahwa pada awal  proses  pembangunan suatu
negara,  ketimpangan  pembangunan  antar  wilayah  cenderung  mengalami
peningkatan.  Proses  ini  akan  terus  terjadi  hingga  ketimpangan  mencapai
titik  puncak.  Kemudian,  bila  proses  pembangunan berlanjut  maka secara
berangsur-angsur  ketimpangan pembangunan antar  wilayah  tersebut  akan
mengalami  penurunan.  Hipotesa  ini  diuji  oleh  Williamson yang hasilnya
menunjukkan  bahwa  proses  pembangunan  suatu  negara  tidak  langsung
dapat menurunkan tingkat ketimpangan, akan tetapi pada tahap permulaan
justru terjadi hal yang sebaliknya (Syafrizal, 2012: 121)
Berdasarkan  data  IPM  yang  diperoleh  dari  website  Badan  Pusat
Statistik  DKI  Jakarta,  Banten,  dan  Jawa  Barat   tahun  2011-2016
menunjukkan perbandingan IPM dan gini ratio sebagai berikut:
Tabel 4.12












2011 76,98 66,67 68,22 0,44 0,41 0,4
2012 77,53 67,32 68,92 0,42 0,41 0,39
2013 78,08 68,25 69,47 0,43 0,4 0,4
2014 78,39 68,8 69,89 0,43 0,4 0,4
2015 78,99 69,5 70,27 0,43 0,38 0,4
2016 79,6 70,05 70,96 0,41 0,39 0,39
Sumber: Website BPS (diolah)
Peningkatan IPM di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini tidak
diiringi  oleh  kualitas  hidup yang merata.  Kepala  BPS,  Suharyanto  (2017)
mengatakan bahwa progres IPM bagus dari tahun ke tahun, tapi masih ada
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ketimpangan antar provinsi. Kita masih ada persoalan di ketimpangan, karena
disparitas antar provinsi masih tinggi.2
3. TPT
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  TPT  tidak
berpengaruh terhadap ketimpangan. Hasil  penelitian ini  sependapat dengan
penelitian  Dongan  Tua  Gultom  (2017)  bahwa  TPT  tidak  berpengaruh
terhadap  ketimpangan.  Hal  ini  dikarenakan  daerah  Jabodetabek  termasuk
daerah yang memiliki lapangan kerja namun masih terbatasnya kesempatan
kerja sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam memperebutkan lapangan
kerja.  Inilah  yang  menyebabkan  TPT  menurun  namun  masih  adanya
ketimpangan  sehingga  permasalahan  TPT  ini  tidak  mempengaruhi
ketimpangan. Pengangguran  adalah  suatu  keadaan  dimana  seseorang  yang
tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum
dapat memperolehnya (Sadono, 2000: 66-67). 
Menurut  BPS,  berkurangnya  pengangguran  ini  didorong  oleh
beberapa sektor lapangan pekerjaan yang mengalami kenaikan. Beberapa di
antaranya adalah sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi yang naik
9,78%  atau  terserap  sebanyak  500.000  orang.  Salah  satu  faktor  yang
menyebabkan TPT tidak berpengaruh pada ketimpangan ialah mereka yang
2 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3476396/kualitas-hidup-
manusia-ri-meningkat-tapi-ketimpangan-masih-tinggi diakses  pada  tanggal  27
Agustus 2018 pada pukul 13:47.
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berpendidikan  rendah  cenderung  mau  menerima  pekerjaan  apapun
dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi.3
4. Pertumbuhan Ekonomi
Hasil  regresi  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi
berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan  dengan  koefisien  0,000736  dan
probabilitas 0,8498. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fitrah dan
Nugroho  (2018)  yang  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  tidak
berpengaruh terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Timur.
Teori  Simon  Kuznet  (1955)  mengatakan  bahwa  pada  tahap  awal
pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada
tahap  selanjutnya,  distribusi  pendapatannya  akan  mengalami  peningkatan.
Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuzner “U-Terbalik”,
karena perubahan longitudinal (time series) dalam distribusi pendapatan. Hal
inilah  yang  menyebabkan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  mempengaruhi
ketimpangan  secara  signifikan  dikarenakan  hanya  kepada  kelompok
pendapatan  tinggi  yang memiliki  modal  yang merasakan adanya kenaikan
pertumbuhan ekonomi. 
Menurut Leo Putra Rinaldy, Analis Mandiri Sekuritas, melihat lebih
pesimistis.  Indonesia  masih  dalam fase  perlambatan  ekonomi.  Tidak  jauh
berbeda  dengan  kebanyakan  negara  di  dunia.  Leo  Memproyeksi
perekonomian  Indonesia  di  2016  tumbuh  5%.  Menurut  Leo,  untuk
3https://beritagar.id/artikel/berita/angka-pengangguran-turun-sektor-informal-masih-
mendominasi diakses pada 27 agustus 2018 pada pukul 14:01
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mendorong  ekonomi  tumbuh  lebih  cepat  memang  diperlukan  peningkatan
investasi yang drastis. Ini belum terlihat signifikan pada periode 2016.4
5. Solusi Islam dalam menanggulangi Ketimpangan
Islam  mengajarkan  kepada  umatnya  untuk  berbuat  adil  dalam
berbagai aspek kehidupan. Demikian pula dalam masalah distribusi, distribusi
pendapatan  merupakan permasalahan yang sangat  rumit,  sehingga saat  ini
masih  dijadikan  bahan  perdebatan  antara  ahli  ekonomi.  Konsep  islam
menjamin sebuah distribusi yang memuat nilai-nilai insani, yang diantaranya
menganjurkan  untuk  membagikan  harta  lewat  sadaqoh,  infaq,  zakat  dan
lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Berbeda dengan
ekonomi  barat  yang  diwakili  oleh  Kapitalis  yang  berpandangan  bahwa
problema ekonomi adalah faktor kelangkaan dan Sosialis yang berkesimpulan
bahwa problema ekonomi adalah pertentangan kepentingan antar  golongan
atau kelompok (Ahmad Soleh, 2013:7).
Konsep  keseimbangan  dalam  sistem  ekonomi  akan  mengantar
manusia  kepada  sebuah  keyakinan  bahwa segala  sesuatu  diciptakan  Allah
dalam keadaan seimbang dan serasi. Seperti yang telah tertulis dalam Firman
Allah Q.S Al-Mulk [67]: 3 sebagai berikut:
نن مم  ىرر تر لن هر  ررصر برلنا عمجم رن افر تت وو افرتر نن مم  نم مرحن رر لا قم لنخر  يفم ىرر ترامر  اققابرطم  تت اور امرسر  عر بنسر  قر لرخق  يلللا    
) رت ونطو فو۳( 5
4 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3265504/melihat-kondisi-ekonomi-ri-di-
2016 diakses pada tanggal 27 Agustus 2018 pada pukul 14:38
5Artinya:  “Yang  telah  menciptakan  tujuh  langit  berlapis-lapis.  Kamu  sekali-kali  tidak
melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah
berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang?” Tim Kementerian Agama,
Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2011), hlm 562. 
78
Menurut Quraish Shihab, prinsip ini menuntut manusia untuk hidup
seimbang,  serasi,  dan  selaras  dengan  dirinya  sendiri,  masyarakat,  bahkan
dengan alam seluruhnya.6 Tujuan prinsip ini, lanjut Quraish adalah mencegah
segala  bentuk  monopoli  dan  pemusatan  ekonomi  pada  satu  individu  atau
kelompok tertentu. Karena itu Alquran dalam Q.s Al-Hasyr [59]: 7 menolak
dengan tegas kekayaan yang hanya berkisar pada orang-orang tertentu.
)  منكو ننمم  ءم ايرنمغن لنر ا نر ينبر ةق لرون دو نر ون كو ير لر ين كر   ۷( 7
Dalam  perspektif  ekonomi,  sikap  kesederhanaan,  hemat,  tidak
berlebih-lebihan  dan tidak  kikir  adalah  beberapa  aspek  tingkah laku yang
dianjurkan dalam ajaran  Islam.  Konsep keseimbangan dalam tingkah laku
ekonomi bertujuan untuk menjauhi semangat konsumerisme (Zamakhsyari,
2016:8). Dasar ungkapan ini adalah Q.s. Al-A’raf [7]: 31 sebagai berikut:
) نر ينفمرمسن مو لان بب حم يو لر  هونرام اون فورمسن تو لر ور  اون بوررشن اور  اون لوكو  ور دتجم سن مم  لل كو  درننعم  منكو ترنرينزم  اون لوخو  مردرآ ينمبرير ۳۱( 8
Substansi  ayat-ayat  di  atas  alah  perlunya  pemakaiann  harta  secara
wajar, tidak kikir, dan tidak boros. Ini dapat diliha dengan penggunaan term
tabdzir yang disebut sebagai  ikhwan al-Syayathin (teman-teman syetan) dan
term israf.9 Sementara itu Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa sikap
6  Quraish Shihab, Wawasan al-Quran, hlm. 410
7 Artinya: “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” 
Tim Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2011), hlm 
546.
8 Artinya: “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, 
makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 
orang-orang yang berlebih-lebihan” Tim Kementerian Agama, Al-Qur’an dan 
Terjemahannya, (Jakarta: Depag RI, 2011), hlm 154
9Tabdzir adalah berlebihan dalam segi cara/ tempat pembiayaan sedangkan israf berlebihan 
dalam segi pembelanjaan harta. Syihab al-Din Sayyid Mahmud al-Alusi, Ruh al-Ma’ani fi 
Tafsir al-Quran al-Adzim wa al-Sab’ al-Matsani, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-‘Arabi, t.t.), juz. 
XV, hlm. 63
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iqtishad dan i’tidal(ekonomis/hemat dan moderat/sederhana) adalah salah satu
sikap Islam terhadap harta benda,  sebagaimana juga pandangannya terhadap
berbagai problem lain.10
Kesemuanya ini dapat dicapai dengan cara adil dan jujur serta untuk
memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  pribadi  dan  masyarakat.  Dengan  ayat  ini
seorang  Muslim  disarankan  berdoa  kepada  Allah  Swt.  Agar  diberikan
kepadanya  yang  terbaik  dari  dua  kehidupan,  yakni  kemakmuran  dan
kebahagiaan di dunia serta keselamatan di akhirat.
10 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Quran al-Hakim al-Syahir bi Tafsir al-Manar, juz. IV, 
hlm. 281
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jakarta pusat 2015 0,43 0,56 79,69 6,51 6,62
jakarta pusat 2016 0,41 0,62 80,22 5,81 6,49
jakarta barat 2011 0,44 1,45 77,41 11,68 6,92
jakarta barat 2012 0,42 1,37 78,05 9,31 6,94
jakarta barat 2013 0,43 1,44 78,79 8,69 6,66
jakarta barat 2014 0,43 1,40 79,38 9,00 5,96
jakarta barat 2015 0,43 1,50 79,72 6,31 5,99
jakarta barat 2016 0,41 1,52 80,34 5,81 6,01
jakarta selatan 2011 0,44 1,08 81,22 10,27 6,97
jakarta selatan 2012 0,42 1,01 81,72 8,96 6,69
jakarta selatan 2013 0,43 1,08 82,72 8,56 6,26
jakarta selatan 2014 0,43 1,02 82,94 7,56 6,11
jakarta selatan 2015 0,43 1,23 83,37 6,36 6,10
jakarta selatan 2016 0,41 1,26 83,94 5,81 6,50
jakarta timur 2011 0,44 1,00 78,82 12,47 6,28
jakarta timur 2012 0,42 0,93 79,52 10,39 6,13
jakarta timur 2013 0,43 1,01 79,88 9,47 5,89
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jakarta timur 2014 0,43 0,96 80,40 8,72 6,14
jakarta timur 2015 0,43 1,23 80,73 9,13 5,41
jakarta timur 2016 0,41 1,36 81,28 5,81 5,97
jakarta utara 2011 0,44 1,12 76,12 12,30 6,36
jakarta utara 2012 0,42 1,04 76,89 10,33 6,03
jakarta utara 2013 0,43 1,10 77,16 9,67 5,82
jakarta utara 2014 0,43 1,07 77,29 8,88 5,79
jakarta utara 2015 0,43 1,35 78,30 7,11 5,61
jakarta utara 2016 0,41 1,56 78,78 5,81 4,65
kepulauan seribu 2011 0,44 1,65 65,79 14,65 4,28
kepulauan seribu 2012 0,42 1,58 66,92 13,97 4,56
kepulauan seribu 2013 0,43 1,29 67,62 6,03 5,17
kepulauan seribu 2014 0,43 1,30 68,48 5,43 5,84
kepulauan seribu 2015 0,43 1,35 68,84 5,51 5,24
kepulauan seribu 2016 0,41 1,46 69,52 5,41 5,82
kota bogor 2011 0,39 0,49 71,72 10,31 6,22
kota bogor 2012 0,45 2,07 72,25 9,33 6,31
kota bogor 2013 0,45 2,59 72,86 9,92 6,04
kota bogor 2014 0,36 3,26 73,10 9,48 6,01
kota bogor 2015 0,47 3,65 73,65 11,08 6,14
kota bogor 2016 0,43 4,03 74,5 8,89 6,73
kabupaten bogor 2011 0,41 0,43 64,78 10,73 5,86
kabupaten bogor 2012 0,42 2,72 65,66 9,07 6,01
kabupaten bogor 2013 0,42 4,25 66,74 7,92 6,14
kabupaten bogor 2014 0,39 3,65 67,36 7,65 6,01
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kabupaten bogor 2015 0,42 4,63 67,77 10,01 6,09
kabupaten bogor 2016 0,4 5,01 68,32 8,89 6,35
kota bekasi 2011 0,37 0,40 77,48 10,51 6,45
kota bekasi 2012 0,37 3,01 77,71 8,75 6,74
kota bekasi 2013 0,37 4,99 78,63 9,59 6,04
kota bekasi 2014 0,33 5,32 78,84 9,36 5,61
kota bekasi 2015 0,41 5,69 79,63 9,36 5,57
kota bekasi 2016 0,39 6,01 79,95 8,89 6,08
kabupaten bekasi 2011 0,33 0,31 68,66 6,89 6,60
kabupaten bekasi 2012 0,36 4,07 69,38 7,78 6,53
kabupaten bekasi 2013 0,36 7,73 70,09 7,13 6,23
kabupaten bekasi 2014 0,33 6,53 70,51 6,79 5,88
kabupaten bekasi 2015 0,35 6,86 71,19 10,03 4,47
kabupaten bekasi 2016 0,31 0,34 71,83 8,89 4,86
kota depok 2011 0,36 3,74 76,96 10,60 6,81
kota depok 2012 0,4 6,88 77,28 9,42 8,06
kota depok 2013 0,4 7,25 78,27 7,67 6,85
kota depok 2014 0,37 7,68 78,58 8,44 7,28
kota depok 2015 0,4 8,32 79,11 7,48 6,64
kota depok 2016 0,4 8,50 79,6 8,89 7,28
kabupaten tangerang 2011 0,40 3,54 68,45 14,42 6,75
kabupaten tangerang 2012 0,39 3,47 68,83 11,46 6,17
kabupaten tangerang 2013 0,40 3,34 69,28 11,94 6,41
kabupaten tangerang 2014 0,40 3,39 69,57 8,45 5,37
kabupaten tangerang 2015 0,40 3,24 70,05 9,00 5,36
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kabupaten tangerang 2016 0,39 3,17 70,44 10,57 5,32
kota tangerang 2011 0,40 2,66 74,15 12,89 7,39
kota tangerang 2012 0,39 2,59 74,57 8,31 7,07
kota tangerang 2013 0,40 2,51 75,04 8,62 6,52
kota tangerang 2014 0,40 2,43 75,87 7,81 5,15
kota tangerang 2015 0,40 2,36 76,08 8,00 5,37
kota tangerang 2016 0,39 2,28 76,81 7,16 5,30
kota tangerang selatan 2011 0,40 3,67 76,99 11,98 8,81
kota tangerang selatan 2012 0,39 3,59 77,68 8,07 8,66
kota tangerang selatan 2013 0,40 3,51 78,65 4,56 8,75
kota tangerang selatan 2014 0,40 3,44 79,17 6,92 8,05
kota tangerang selatan 2015 0,40 3,36 79,38 6,13 7,20
kota tangerang selatan 2016 0,39 3,28 80,11 6,83 6,98
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LAMPIRAN 2
STATISTIK DESKRIPTIF DATA PANEL
IG PP IPM TPT PE
 Mean  0.406190  2.695476  75.47179  8.851548  6.260432
 Median  0.410000  2.175000  77.28500  8.890000  6.137231
 Maximum  0.470000  8.500000  83.94000  14.65000  8.810746
 Minimum  0.310000  0.230000  64.78000  4.560000  4.280143
 Std. Dev.  0.029855  2.097159  5.002633  2.132356  0.865806
 Skewness -0.947314  1.080807 -0.496730  0.447656  0.576101
 Kurtosis  3.999688  3.430044  1.999838  3.093441  4.259144
 Jarque-Bera  16.06146  17.00130  6.955509  2.836100  10.19555
 Probability  0.000325  0.000203  0.030877  0.242186  0.006110
 Sum  34.12000  226.4200  6339.630  743.5300  525.8763
 Sum Sq. Dev.  0.073981  365.0403  2077.186  377.363  62.21839




Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects
Effects Test Statistic  d.f. Prob. 
Cross-section F 11.709548 (13,66) 0.0000
Cross-section Chi-square 100.452903 13 0.0000
Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: IG
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 84
88
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
PP -0.005686 0.001480 -3.841277 0.0002
IPM 0.001020 0.000666 1.531735 0.1296
TPT 0.002139 0.001446 1.479439 0.1430
PE 0.000432 0.003767 0.114626 0.9090
C 0.322931 0.052298 6.174805 0.0000
R-squared 0.217989    Mean dependent var 0.406190
Adjusted R-
squared 0.178394    S.D. dependent var 0.029855
S.E. of 
regression 0.027062    Akaike info criterion -4.323726
Sum 
squared 
resid 0.057854    Schwarz criterion -4.179035
Log 
likelihood 186.5965    Hannan-Quinn criter. -4.265562




Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects
Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 
Cross-section random 21.175608 4 0.0003
Cross-section random effects test comparisons:
Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 
PP 0.004795 0.000924 0.000001 0.0002
IPM -0.002895 0.001131 0.000009 0.1780
TPT 0.000696 0.001846 0.000001 0.1677
PE 0.000736 0.001389 0.000006 0.7828
Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: IG
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 84
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.601020 0.256370 2.344348 0.0221
PP 0.004795 0.001714 2.798101 0.0067
IPM -0.002895 0.003149 -0.919583 0.3611
TPT 0.000696 0.001290 0.539438 0.5914
PE 0.000736 0.003872 0.190163 0.8498
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.763488    Mean dependent var 0.406190
Adjusted R-
squared 0.702568    S.D. dependent var 0.029855
S.E. of 
regression 0.016282    Akaike info criterion -5.210071
Sum squared 
resid 0.017497    Schwarz criterion -4.689181
Log likelihood 236.8230    Hannan-Quinn criter. -5.000677
F-statistic 12.53266    Durbin-Watson stat 2.712782
Prob(F-statistic) 0.000000
LAMPIRAN 4
HASIL REGRESI DATA PANEL
A. Common Effect Model
Dependent Variable: IG
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 84
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
PP -0.005686 0.001480 -3.841277 0.0002
IPM 0.001020 0.000666 1.531735 0.1296
TPT 0.002139 0.001446 1.479439 0.1430
PE 0.000432 0.003767 0.114626 0.9090
C 0.322931 0.052298 6.174805 0.0000
R-squared 0.217989    Mean dependent var 0.406190
Adjusted R-squared 0.178394    S.D. dependent var 0.029855
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S.E. of regression 0.027062    Akaike info criterion -4.323726
Sum squared resid 0.057854    Schwarz criterion -4.179035
Log likelihood 186.5965    Hannan-Quinn criter. -4.265562
F-statistic 5.505406    Durbin-Watson stat 1.365075
Prob(F-statistic) 0.000582
B. Fixed Effect Model
Dependent Variable: IG
Method: Panel Least Squares




Total panel (balanced) observations: 84
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
PP 0.004795 0.001714 2.798101 0.0067
IPM -0.002895 0.003149 -0.919583 0.3611
TPT 0.000696 0.001290 0.539438 0.5914
PE 0.000736 0.003872 0.190163 0.8498
C 0.601020 0.256370 2.344348 0.0221
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.763488    Mean dependent var 0.406190
Adjusted R-squared 0.702568    S.D. dependent var 0.029855
S.E. of regression 0.016282    Akaike info criterion -5.210071
Sum squared resid 0.017497    Schwarz criterion -4.689181
Log likelihood 236.8230    Hannan-Quinn criter. -5.000677
F-statistic 12.53266    Durbin-Watson stat 2.712782
Prob(F-statistic) 0.000000
C. Random Effect Model
Dependent Variable: IG
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)




Total panel (balanced) observations: 84
Swamy and Arora estimator of component variances
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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PP 0.000924 0.001354 0.682040 0.4972
IPM 0.001131 0.000989 1.142978 0.2565
TPT 0.001846 0.000985 1.873973 0.0646
PE 0.001389 0.003062 0.453705 0.6513
C 0.293338 0.080071 3.663469 0.0004
Effects Specification
S.D.  Rho  
Cross-section random 0.018107 0.5529
Idiosyncratic random 0.016282 0.4471
Weighted Statistics
R-squared 0.046259    Mean dependent var 0.139981
Adjusted R-
squared -0.002031    S.D. dependent var 0.017947
S.E. of regression 0.017965    Sum squared resid 0.025497
F-statistic 0.957936    Durbin-Watson stat 1.987378
Prob(F-statistic) 0.435371
Unweighted Statistics
R-squared -0.003224    Mean dependent var 0.406190
Sum squared 




Jakarta, 10 September 1996
Taman Adiyasa Blok J.12/21 Rt.002/008 Ds. Cikasungka





2000-2002 : RA RAUDHATUL UMMAH
2002-2008 : SDS DIAN PERTIWI
2008-2011 : MTS DAAR EL-QOLAM
2011-2014 : MAN BALARAJA
2014-SEKARANG : UIN SUNAN KALIJAGA (Jurusan S1 Ekonomi syariah)
B. NONFORMAL
Kursus Bahasa Arab AL-Azhar di Pondok Pesantren Daar El-Qolam (2008-2011)
Kursus Bahasa Inggris CEC di Pondok Pesantren Daar El-Qolam (2010-2011)
PENGALAMAN PEKERJAAN 
Mengajar Bahasa Arab di SD Islam Bina Takwa Yogyakarta (November 2014 -
April 2015)
Waiter di Ayam Geprek Mahasiswa Yogyakarta (November 2014 -Maret 2015)
Asisten Koki Parttime di Ayam Geprek Mahasiswa Cab. Sambilegi (April 2015 -
Januari 2016)
Barista Parttime di Café milk ‘n Cheese (Februari 2016 – Juni 2016)
Leader Barista di Cafe Rumah Warna (Agustus 2016- April 2017)
Admin  Purchase  Logistik  di  Rumah  Warna  Creative  Kingdom  Yogyakarta
(Oktober 2017- Maret 2018)
Asisten Manager HRD di Rumah Warna Creative Kingdom Yogyakarta (Maret
2018-sekarang)
